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Terirma Aspirasi

Daeramh

DPR NMau Tunmnda Bahas
RUU Pemekaram Papua

SEMNAY AN mempertimmbarrngs -
kan menunda pembahasan tigza
rancangan U ndang-Undangs
Dacralh Otonomi Baru (IDODOB)
Papua. Yakni. RUU tentang
FProwvinsi Papua Sclatan. RUUJ
tentang Prowvinsi Papua Tengsah
dan IRUU tentang DProwvinsi
Pcoceoeunungan Tengah, FHal itua di-
lakukan sctelah pimpinan IDP R
moencrima doelegasi IMajceclis
Rakyvat Papua (MR P) Papua
dipimpin Timotius huribh .

Wakil Ketwuw=a TOPR S uufhnma
INasco Ahmaad mengEatakan, pe-—
Nnurndaann 1imni samippal ada putusan
Mahkamah Konstitusi (N
terkait uji materi Undamn s -
TUndangs (UUU) Nomor 2 Tahwain
2021 . YWaitu. tentang Perubalhan
Kedua Atas Undang-Undangs
Nomor 21 tabhbun 2001 tentang
Ortonomi Khusus Papua.

IDia moecngatakan., Sidangs
Paripurna IDPR sudah smongoc-
sahkan tiga Rancaingain
Lindangs-Lindangs IDacrah Oto-
mnommi Bara (RUJUD IO )y saeabha-—
a1l RUJUT imisiacit TODOPR prazaclza
12 April.

“CTetapi dengan rmmmasulkan
MMagelis Rakyat Papua (MR P)
saya akarn sampaikan pada
pimpinan DPR lainnya. ter-
masulk rekan-rekan di Komisi
IT agar mempertimbangclkan
renundaan RUUT IDOI3 sampadi
ada putusan NMMIK )T ujar IDasco

di Gedung IDPIR., Jakarta., ke-
marimn._
IDasco mengatakan, NMERP

menyampailkan duaa substansi
dalarm audiensi dengan piry-—
Prinmnan IDPR. Selain soal pe-
mnmnundaan pemelkaran Papua.
MR P O jugsa rmreTrt e varl s
Undang-Undangs Otonorini
Khusus (Otsus ) Papua. supaya
dilakukan secara transparan.

Menurat NDasco. orang asli
Papua harus diberi kesempatan
untulk Mmenyampaikan Mmasulcan
atas kebijakan perubahan UUJ
Orsus., termasulk pembentukan
DO

““Ini bagsus, dan porlu dicari-
kan jalan kcluar tocrbaik agsar
tidak moecnimbulkan eskalasi

Konilik tingzgsi. Apalag: MR P
telah meminta masukan dari
ppendudulk di 28 kabupaten.”™
tutur K etua Harian IDPEP Partai
Gerindra ini.

MNasco mengatalkan., IDEPR
telah mengiritmkan surat ke—
prada IPresiden Jokowi terkait
Procmbahasan RUILU IDOEBE Papua.
Namun, sampai saat ini IDOP R
bcelum Mmoencrirma surat prosidon
(surprcs). ““Tanpa ada surprcs
maka RUJUT ini ridalk akan bisa
dibahas.” lkata dia.

Kletwuw:a MEBER P THmmmotiuas hviuari b
TYY & Tre 1w Lz D P KR rmrern urndda
poeimmibahasan Liga rancarigzan
undang-undang. Sebab. perme—
karan baru bisa dibalhas ketilkka
sudah ada putusan dari NMNMIEKD
soal jFredicial reviewvw terhadap
TTondang-Undang Otonormni
Khusus MNomor 2 Tahun 2021
tentang Otonomi K husus Papua
wang morcka ajukaunn.

IhvIasyarakat minta supawva
remelkaran itu di-pendings ataa
ditunda., sampai aada keputusan
™NAK.™ wgjaar Timotius us:ail ber—
termua Wakil K etwuza TODOPR Sufini
IMDasco Ahrmmiad dy Ciedunges DPR
Jakarita, kerrmiarire o

Timotius mengatakarrn. xaa—
syarakat Papua mienolalk permnmce—
karan karemna beberapa alasan.
FPertamma., saat ini Pemmerintah
masilhh memberlakukan mora—
torium pemmbentukan IDacrah
Otonormi Baru (IDOI3) dil scelu-—
ruh wilavah Indonesia.

Kedua, belum =ada lkajian
secara ilmiah terkait sermu=an
aspeaelc. ““Ini masalah »angs
sangat serins untuk ditunda
sampral pemerintah mencabut
rmoratoriurr,’’ kKatariya

Timmotius mmenekankan., pe—
mekaran wilayahh mesti ada
peningkatan sumber daja ma—
nusia. Namun., saat imni hal itw
masilhh menjadi kendala.

Mia mencontohkan., 28 ka-—
bupatenlkota di Prowvinsi Dapua
tidak ada pengembangan surnnm—
ber dava manusia sarma sckali,
kccuali MMimika karcna ada
Frcoport. ““Jadi sangat koctor-—
cantungan.”” kata dia. == TiIF
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